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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Simpulan  
Berdasarkan hasil dari pembahasan yang diperoleh penulis mengenai 
Prosedur Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
(BPKD) Kota Sukabumi, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 
1. Prosedur penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah (BPKD) Kota Sukabumi telah sesuai dengan peraturan pemerintah 
daerah yang berlaku, diharapkan wajib pajak dapat memahami dan 
mematuhi semua kelengkapan dokumen persyaratan yang sudah ditetapkan 
peraturannya oleh pemerintah. Realisasi penerimaan pajak restoran yang 
diperoleh pemerintah pun dari tahun ke tahunnya cukup mengalami 
peningkatan dengan berkembangnya wajib pajak restoran di Kota Sukabumi.  
2. Terdapat 2 kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
(BPKD) Kota Sukabumi yaitu kendala dari faktor internal, dalam artian 
kendala yang dihadapi oleh BPKD Kota Sukabumi, serta kendala dari faktor 
eksternal, yaitu kendala yang muncul dari wajib pajak itu sendiri. 
3. Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
(BPKD) Kota Sukabumi dapat dikatakan sudah cukup tepat karena 
Pemerintah Kota Sukabumi yaitu melalui BPKD melakukan 2 upaya 
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pembenahan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi merupakan 
pembenahan dari sistem internal dalam artian pembenahan dari dalam pihak 
BPKD itu sendiri, kemudian ekstensifikasi merupakan pembenahan dari 
sistem eksternal dalam artian pembenahan pada wajib pajaknya. 
 
5.2  Saran  
   Melihat dari masih adanya kendala yang timbul maka dari hasil penelitian 
dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, penulis memberikan saran 
kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi perlu menambah 
petugas pendataan agar dapat memaksimalkan kinerja dalam mendata wajib 
pajak restoran guna mengetahui lebih cepat perkembangan usaha restoran 
yang ada di Kota Sukabumi. 
2. Pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi 
diharapkan terus melakukan atau mungkin lebih meningkatkan kegiatan 
sosialisasi mengenai pajak daerah umumnya serta mengenai pajak restoran 
khususnya, kepada masyarakat bahwa pajak daerah merupakan salah satu 
sumber penerimaan yang sangat penting bagi berlangsungnya pembangunan 
daerah. 
3.  Untuk wajib pajak restoran yang tidak taat pada peraturan diharapkan pihak 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi lebih tegas dalam 
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memberikan sanksi, semisal dalam ketidak patuhan wajib pajak dalam 
membayar pajaknya, sudah dilakukan teguran tetapi masih saja belum 
membayar pajak diharapkan pada tempat usahanya diberi atau ditempel 
pemberitahuan bahwa tempat usaha tersebut belum membayar pajak guna 
memberikan kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar 
pajak, hal tersebut dilakukan sebelum penagihan pajak. 
 
 
